
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  61/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  menja tuhkan  Putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga imana  te r ura i  d i  

bawah in i ,  da lam perkara  anta ra  :  

1. MARTHEN  OHEE,  S.Sos. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Jembatan  2,  Dis t r i k  Sentan i  

Timur ,  Kabupaten  Jayapura  ;

2. FRANKLIN  ORLOF  DEMENA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Swasta ,  Ber tempat  t i ngga l  d i  d i  

Ja lan  Faja r  Haway,  Dis t r i k  Sentan i  Kota ,  

Kabupaten  Jayapura  ;

Dalam  hal  in i  member ikan  Kuasa  kepada  Semy 

Latunussa,  S.H. ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum,  

Ber tempat  Tingga l  d i  Kompleks  STIH  Umel  

Mandi r i  Jayapura  (Depan  Perpus takaan  Daerah)  

Kotara ja ,  Kota  Jayapura  ;

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  te r t angga l  29  

November  2011  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KETUA KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU)  KABUPATEN JAYAPURA,  Tempat  

Kedudukan  Ja lan  Sentan i  -  Depapre ,  Gunung 
Hal .  1 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Merah,  Kabupaten  Jayapura  ;

Dalam hal  in i  member i kan  Kuasa kepada  :

1. Rahman  Ramli ,  S.H.  ;

2. Emil ianus  El l ,  S.H.  ;

3. Yohanis  Gewab,  S.H.  ;

Kesemuanya  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Advokat  /  Pengacara  dan  Asis ten  

pada  Kantor  Advokat  & Konsu l t an  Hukum Pie te r  

El l ,  S.H.  dan  Rekan,  Bera lamat  di  Ja lan  

Sosia l ,  Padang  Bulan  No.  31,  Dis t r i k  Heram,  

Kota  Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  

te r t angga l  03  Januar i  2012  ;

Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  te l ah  membaca ;

1. Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  Nomor  :  61/PEN- MH/2011/PTUN.JPR,  tangga l  

02  Desember  2011,  Tentang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim 

;

2. Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  61/PEN-

PP/2011/  PTUN.JPR,  tangga l  05  Desember  2011  

Tentang  Pemer iksaan  Pers iapan  ;

3. Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  61/PEN-

HS/2011/  PTUN.JPR,  tangga l  19  Desember  2011,  

Tentang  Har i  Sidang  ;

4. Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  

61/PEN.HKM/2011/  PTUN.JPR tangga l  19  Desember  2011  

Tentang  Permin taan  Kepada  Atasan  Tergugat  Agar  

Memer in tahkan  Tergugat  Agar  Hadi r  Di  Pers idangan  ;
2
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5. Telah  membaca  berkas  perkara  dan  memer iksa  sura t -

sura t  bukt i  dan  kete rangan- kete rangan  saks i  yang  

dia j ukan  ser ta  mendengar  kete rangan  Para  Pihak  

dalam  pers idangan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  Sura t  

Gugatannya  tangga l  01  Desember  2011,  yang  di te r ima  dan  

dida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  pada  tangga l  01  Desember  2011,  dengan  reg i s t e r  

perkara  Nomor  :  61/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  yang  mana  te l ah  

dipe rba i k i  da lam  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  19  Desember  

2011,  mengemukakan  alasan- alasan  dalam  gugatan  yang  untuk  

se lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  ;

Bahwa objek  sengketa  dalam perkara  in i  adalah  :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  

Nomor  :  82  Tahun  2011,  Tangga l  21  November  2011,  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun 2011 ;

Bahwa yang  menjad i  dasar  gugatan  Tata  Usaha  Negara  in i  

ada lah  sebaga i    ber i ku t  ;

1. Bahwa Para  Penggugat  mengetahu i  Objek  Sengketa  d imaksud  

pada  tangga l  28  November  2011,  seh ingga  penga juan  

Gugatan  in i  masih  da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh )  har i ,  dan  karenanya  memenuhi  keten tuan  pasa l  55  

Undang- undang  Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Ke-

Hal .  3 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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2  (dua)  atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;

2. Bahwa  Objek  sengketa  Aquo  yang  d i t e rb i t k an  Tergugat  

ada lah  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l ,  dan  f i na l  ser ta  

menimbulkan  kerug ian  bag i  kepent i ngan  Para  Penggugat ,  

seh ingga  memenuhi  keten tuan  Pasa l  1  angka  9  Undang-

undang  Nomor  51  Tahun  2009  dan  Pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- undang  Nomor  9 Tahun  2004  jo  Undang- undang  Nomor  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;

3. Bahwa  dike lua r kannya  Objek  Sengketa  oleh  Tergugat  

je l as - je l as  te l ah  merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  

yang  dapat  d iu ra i kan  sebaga i    ber i ku t  ;

a. Bahwa  Para  Penggugat  mendaf ta r kan  d i r i  ke  

kanto r  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Jayapura  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Calon  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Per iode  

2011- 2016  pada  tangga l  16 Sepetember  2011,  dan  

dibua tkan  tanda  te r imanya  ;

b. Bahwa  dalam  penca lonan  sebaga i  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura ,  

Para  Penggugat  diusung  oleh  11  (sebe las )  

Par ta i  Pol i t i k  yakn i  ;

- Par ta i  Indones ia  Sejah te ra ,  Jumlah  Suara  

1408  atau  2,58%  ;

- Par ta i  Kedaula tan ,  Jumlah  Suara  1093 atau  

2,01%  ;

- Par ta i  Matahar i  Bangsa,  Jumlah  Suara  802 

atau  1,47%  ;
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- Par ta i  Peker ja  Dan  Pengusaha  Indones ia ,  

Jumlah  Suara  547  atau  1.00%  ;

- Par ta i  Republ i ka  Nusanta ra ,  Jumlah  Suara  

753  atau  1,38%  ;

- Par ta i  Per juangan  Indones ia  Baru ,  Jumlah  

Suara  880  atau  1,61%  ;

- Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia ,  Jumlah  

Suara  656  atau  1,20%  ;

- Par ta i  Pemuda Indones ia ,  Jumlah  Suara  549 

atau  1,01%  ;

- Par ta i  Merdeka ,  Jumlah  Suara  201  atau  

0,37%  ;

- Par ta i  Bar i san  Nasiona l ,  Jumlah  Suara  558 

atau  1,02%  ;

- Par ta i  Demokras i  Pembaruan,  Jumlah  Suara  

774  atau  1,42%  ;

Tota l  Pero lehan  suara  11 (sebe las )  Parpo l  adalah  8,221  

suara  atau  15,08%  seh ingga  memenuhi  jumlah  dukungan  

15% sesua i  keten tuan  dida lam  Pasa l  4  ayat  (1 )  huru f  

(b )  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ;

c . Bahwa  pada  tangga l  16  September  2011  Para  

Penggugat  Mendaf ta r kan  d i r i ,  Tergugat  

menyatakan  berkas  Para  Penggugat  be lum lengkap  

dan  jumlah  dukungan  suara  baru  mencapa i  5.483  

suara  atau  prosen tase  10% seh ingga  Tergugat  

menyuruh  Para  Penggugat  melengkap i  berkasnya  ;

Hal .  5 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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d. Bahwa  pada  tangga l  17  September  2011  Para  

Penggugat  Memasukan  ke lengkapan  berkas  

ber i ku tnya  dan  Tergugat  menghi tung  jumlah  

dukungan  suara  Para  Penggugat  sudah  mencapa i  

8.221  suara  atau  prosen tase  15,8%,  yang  mana 

angka  in i  sudah  melewat i  angka  min imal  yang  

di ta rge t kan  oleh  Tergugat ,  yakn i  8.176  suara .  

Namun karena  berkas  la i nnya  belum  di l engkap i  

maka kembal i  Tergugat  menyuruh  Para  Penggugat  

untuk  melengkap i  berkasnya  ;

e. Bahwa  pada  tangga l  27  September  2011  Para  

Penggugat  Memasukan  berkas  yang  lengkap  kepada  

Tergugat  dan dibua tkan  Ber i t a  Acara  Penyerahan  

Persyara tan  Yang  Sudah  Lengkap  Baka l  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Pemi lukada  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

f . Bahwa  te rnya ta  pada  waktu  pengumuman  has i l  

ver i f i k a s i  tangga l  10  Oktober  2011  Para  

Penggugat  dinya takan  t i dak  lo l os  ver i f i k a s i  

sesua i  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  68 Tahun  2011  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  Tahun  2011  ;

4. Bahwa oleh  karena  Para  Penggugat  merasa  te lah  memenuhi  

persyara tan  untuk  lo l os  ver i f i k a s i  tap i  t i dak  

diakomodi r  o leh  Terguga t ,  maka  Para  Penggugat  

mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  pada  tangga l  18  Oktober  2011  dalam  reg i s t e r  

Perkara  Nomor  48/G.TUN/2011 / :PTUN.JPR  ;

5. Bahwa   sete lah  melewat i  pers i dangan  yang  alo t ,  maka 

6
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pengad i l an  memutuskan  mengabulkan  se lu ruh  permohonan  

Para  Penggugat  yang  te r t uang  dida lam  Putusan  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR  tangga l  08  November  2011,  yang  

mana  d ida lam  amar  putusan  untuk  pokok  perkara  adalah  

sebaga i  ber i ku t  :  1.  Mengabu lkan  Gugatan  Para  Penggugat  

untuk  se lu ruhnya .  2.  Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  68 Tahun  

2011  tangga l  9  Oktober  2011.  3.  Memer in tahkan  Tergugat  

untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  68  Tahun  2011  tangga l  9 

Oktober  2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011.  4.  Menghukum  Terguga t  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.  101.000  (Sera tus  Satu  Ribu  

Rupiah)  ;

6. Bahwa per t imbangan  Hakim  Tungga l  d ida lam  Putusan  Nomor  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tangga l  8 November  2011,  ha laman  

32  dan  33  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  te lah  te rdapa t  fak ta - fak ta  hukum yang  

cukup  yang  membukt i kan  t i ndakan  te rguga t  te lah  melanggar  

keten tuan - keten tuan  dalam Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  dan  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  khususnya  asas  kecermatan ,  maka  tun tu tan  Para  

Penggugat  yang  memohon agar  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  menyatakan  bata l  ob jek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengke ta  aquo  

ada lah  bera lasan  hukum  dan  patu t  d ikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  objek  sengketa  te l ah  

te rbuk t i  melanggar  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  

13 Tahun 2010  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  
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Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

dalam  proses  penerb i t annya ,  maka  demi  kepas t i an  hukum,  

Tergugat  sepatu tnya  segera  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  

sesua i  dengan  keten tuan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber l aku  sebe lum  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  baru  ;

Menimbang,  bahwa per lu  disampaikan  kepada  Tergugat  da lam  

ver i f i k a s i  u lang ,  te ru tama  te rka i t  dengan  permasa lahan  

dukungan  ganda  7  ( tu j uh )  Par ta i  Pol i t i k  yang  member ikan  

dukungan  ganda  kepada  Para  Penggugat  harus  memperhat i kan  

keten tuan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pen je lasan  Pasa l  42 ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  

Pemi l i han ,  Pengangka tan ,  Pengesahan,  dan  Pemberhent i an  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  menyebutkan  yang  

dimaksud  dengan  Pimip inan  Par ta i  Pol i t i k  ada lah  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  Par ta i  Pol i t i k  atau  sebutan  pimpinan  la i nnya  

sesua i  dengan  kewenangan  berdasarkan  anggaran  

dasar /anggaran  rumah  tangga  Par ta i  Pol i t i k  yang  

bersangku tan ,  sesua i  dengan  t i ngka t  daerah  

penca lonannya  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  waj ib  mempedomani  keten tuan  

Pasal  7 ayat  (3 )  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  

Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

sebaga i  ber i ku t .  Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  yang  sudah  mengajukan  Baka l  Pasangan  Calon  dan  

sudah  menandatangan i  kesepaka tan  penga juan  Bakal  Pasangan  

Calon ,  t i dak  d ibenarkan  menar i k  dukungan  kepada  Bakal  

Pasangan  Calon  yang  bersangku tan  dengan  keten tuan  apab i l a  

par ta i  pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  te tap  menar i k  

dukungan  te rhadap  Baka l  Pasangan  Calon  yang  bersangku tan ,  

Par ta i  Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  te rsebu t  

d ianggap  te tap  mendukung  Baka l  Pasangan  Calon  yang  te l ah  
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dia jukan  ;

7. Bahwa  dengan  putusan  dan  per t imbangan  Hakim  Tungga l  

sebaga imana  yang  diu ra i kan  d ia tas ,  maka  sangat  je l as  

dan  te rang  Tergugat  waj ib  mencabut  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  68  Tahun  2011,  

Tangga l  9  Oktober  2011  Tentang  Penetapan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  sebaga i  Peser ta  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  dan  

se lan ju t nya  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  

ke lengkapan  berkas  Para  Penggugat  ;

8. Bahwa se la i n  Para  Penggugat ,  te rdapa t  5 ( l ima )  Pasangan  

Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Jayapura  

la i nnya  yang  mengajukan  gugatan  yang  sama  untuk  

membata lkan  dan  mencabut  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  68  Tahun  2011  Tangga l  9  

Oktober  2011  dan  berhas i l  memenangkan  gugatan  sama 

seper t i  Para  Penggugat ,  yakn i  ;

- Pasangan  Franz  Alber t  Yoku  dan  Drs .  Dj i i t o ,  

MM.,  dengan  Putusan  Nomor  

46/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  tangga l  31  Oktober  

2010  ;

- Pasangan  Fredr i k  Sokoy,  S.sos  M.sos  dan  I r .  

La  Ahmady,  MT.,  dengan  Putusan  Nomor  

47/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  Tangga l  2  November  

2011  ;

- Pasangan  Mozes  Kal l em,  SH. ,  dan  H.  Bustomi  

Eka  Pray i t no ,  SE. ,  dengan  Putusan  Nomor  

49/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  Tangga l  31  Oktober  

2011  ;

- Pasangan  Siska  Yoku,  SH. ,  dan  Baharud in  
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Farawowan,  dengan  Putusan  Nomor  

50/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  Tangga l  8  November  

2011  ;

- Pasangan  Korne les  Yanuar ing  dan  Mulyono  

Maksum,  dengan  Putusan  Nomor  

51/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  Tangga l  7  November  

2011  ;

9. Bahwa  oleh  karena  te rhadap  gugatan  6  (enam)  pasangan  

baka l  ca lon  Bupat i  dan  baka l  ca lon  Waki l  Bupat i  

te rmasuk  pasangan  Para  Penggugat  dimenangkan  oleh  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  maka  Terguga t  

Waj ib  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  6  (enam)  

pasang  baka l  ca lon  Bupat i  dan  baka l  ca lon  Waki l  Bupat i  

aquo  sebe lum  mengeluarkan  keputusan  yang  baru  ;

10. Bahwa  te rnya ta  di  lua r  dugaan,  Tergugat  te l ah  

mengeluarkan  objek  sengketa  dengan  hanya  memasukan  2 

(dua)  pasangan,  yakn i  Pasangan  Franz  Alber t  Yoku,  dan  

Drs .  Dj i i t o ,  MM.,  dan Pasangan  Mozes Kalem,  SH. ,  dan H.  

Bustomi  Eka  Pray i t no ,  SE. ,  tanpa  te r l eb i h  dahu lu  

melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  6  (enam)  pasangan  

baka l  ca lon  Bupat i  dan  baka l  Calon  Waki l  Bupat i  

sebaga imana  per in t ah  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  ;

11. Bahwa Terguga t  juga  te lah  mengeluarkan  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  80  Tahun  2011  

Tentang  Perubahan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun 2011  sebaga imana  

te l ah  di te t apkan  da lam Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  27  Tahun  2011  dan  te rakh i r  

d iubah  dengan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jayapura  Nomor  66  Tahun  2011,  dan  Terguga t  te tap  
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melaksanakan  keg ia tan  penye lengaaraan  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Jayapura  

seakan- akan  t i dak  te r j ad i        apa- apa  ;

12. Bahwa  pembangkangan  dan  pelanggaran  te rhadap  Putusan  

dan  per in t ah  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  in i  

menyebabkan  ob jek  sengke ta  mengandung  cacat  hukum dan  

sudah  sepatu tnya  diba ta l kan  dan  dicabu t  ;

13. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  mengeluarkan  Objek  Sengketa  

ada lah  t i ndakan  yang  sewenang- wenang,  mengandung  cacat  

hukum,  dan  ber ten tangan  dengan  Azas- azas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  khususnya  asas  t i dak  boleh  

berbua t  sewenang- wenang  (Pr i nc i p l e  of  wi l l i k e u r )  yakn i  

Pejaba t  Negara /Badan  Tata  Usaha  Negara  t i dak  boleh  

ber t i ndak  sewenang- wenang  dalam  mengeluarkan  suatu  

keputusan ,  juga  pe langgaran  te rhadap  Azas  kecermatan  

(Pr i nc i p l e  of  cera fu l n i s )  yakn i  Pejaba t /Badan  Tata  

Usaha  Negara  harus  te r l eb i h  dahu lu  menel i t i  keputusan-

keputusan  apa  yang  per lu  dike lua rkan  untuk  mengatas i  

suatu  keadaan.  Untuk  i t u  harus  d ipe r t imbangkan  dengan  

cermat  sega la  ha l  yang  mungk in  t imbu l  atas  kepent i ngan  

orang/badan  hukum perda ta  yang  akan  te rkena  keputusan  

i t u ,  dan  pelanggaran  te rhadap  Azas  Per t imbangan  yakn i  

suatu  keputusan  yang  dike lua rkan  harus  d ise r t a i  dengan  

suatu  per t imbangan  yang  memadai .  Dar i  per t imbangan  i t u  

akan  menjad i  je l as  ten tang  alasan  dan  dasar  

dike lua r kannya  suatu  keputusan  te rsebu t ,  dengan  

didukung  oleh  fak ta - fak ta  hukum yang  benar  dan re levan ,  

ser ta  mendukung  keputusan  bersangku tan .  Terguga t  juga  

te lah  melanggar  keten tuan  dida lam  Undang- undang  Nomor  

32 Tahun 2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  dan Pera tu ran  

KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah.  Oleh  karena  i t u ,  Sura t  Keputusan  Nomor  

82  Tahun  2011  Tangga l  21  November  2011  Tentang  
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Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011,  harus lah  

diba ta l kan  dan  d icabu t  ;

14. Bahwa  mohon  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  agar  memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  

melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  ke lengkapan  berkas  

Para  Penggugat  sebaga i  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

15. Bahwa oleh  karena  Para  Penggugat  memi l i k i  dasar  hukum 

yang  je l as  untuk  menjaga  agar  Para  Penggugat  t i dak  

di rug i kan  dan  menghindar i  kerug ian  Negara  apab i l a  

Tergugat  nekad  mengabaikan  Putusan  PTUN  dan  te tap  

melan ju t kan  tahapan  penye lengaran  Pemi lukada ,  maka 

mohon  Penundaan  pelaksanaan  Keputusan  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  82  Tahun  2011  Tangga l  21  

November  2011,   Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi lu  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011,  beser ta  ak iba t  hukum  dike lua r kannya  keputusan  

aquo  sampai  putusan  da lam perkara  in i  berkekua tan  hukum 

te tap  ;

Berdasarkan  hal - ha l  yang  te lah  diu ra i kan  dia tas ,  maka mohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  perkara  in i  agar  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  ;

A. Dalam  Penundaan :

1. Mengabulkan  permohonan  penundaan  dar i  Para  Penggugat  ;

2. Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  82 

Tahun  2011  Tangga l  21  November  2011  Tentang  Penetapan  
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Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011,  beser ta  ak iba t  hukum 

dike lua rkannya  Keputusan  aquo  samapai  putusan  dalam 

perkara  in i  berkekua tan  hukum  te tap  ;

B.  

Dalam  Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Jayapura  Nomor  82  Tahun  

2011,  tangga l  21  November  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Jayapura  Nomor  82 

Tahun  2011,  tangga l  21 November  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

4. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  melakukan  

ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  ke lengkapan  berkas  Para  

Pengguga  ;

5. Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  menetapkan  Para  

Penggugat  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;
Hal .  13 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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6. Menetapkan  biaya  perkara  menuru t  hukum  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t  d i  

atas ,  Pengad i l an  te l ah  memanggi l  Tergugat  sebanyak  2  (dua)  

ka l i  ber tu ru t - tu ru t  dengan  Sura t  Panggi l an  Nomor  :  

693/G/2010 /PTUN.JPR  tangga l  05  Desember  2011  dan  

709/G/2010 /PTUN.JPR  tangga l  12  Desember  2011  untuk  d imin ta  

pen je lasannya  berka i t an  dengan  penerb i t an  objek  sengke ta  dan  

menanggap i  gugatan  yang  d ia j ukan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  

namun Tergugat  t i dak  had i r  ;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Ketua  Maje l i s  te l ah  memanggi l  

Tergugat  mela lu i  atasannya  yakn i  Ketua  Komis i  Pemi l i an  Umum 

(KPU)  Prov ins i  Papua  dengan  mengeluarkan  Penetapan  Nomor  :  

61/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR  Tangga l  19  Desember  2011,  dan  

kemudian  Tergugat  mela lu i  Kuasanya  te lah  had i r  d i  

Pers idangan  dan  mengajukan  Jawaban  te r t angga l  05  Januar i  

2012,  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  ;

A. DALAM  EKSEPSI  :

Bahwa  sete lah  mencermat i  gugatan  dar i  Para  Penggugat  

secara  subtans ia l  ob jek  gugatan  dalam  gugatan  Para  

Penggugat  sudah  pernah  diper i k sa  oleh  PTUN  Jayapura  

sebaga iamana  Putusan  PTUN  Jayapura  Nomor  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  te lah  berkekua tan  hukum  te tap .  

Dan berdasarkan  putusan  te rsebu t ,  te l ah  di l aksanakan  oleh  

Tergugat  sesua i  dengan  is i  amar  Putusan  Nomor  

48/G.TUN/2011/PTUN- JPR,  seh ingga  j i k a  Para  Penggugat  

mengajukan  lag i  perka ra  dengan  mater i  ob jek  sengke ta  yang  

sama  maka  te l ah  melanggar  azas  neb is  in  idem  ;

B. DALAM  POKOK  PERKARA :

14

14
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1. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Gugatan  

Para  Penggugat ,  kecua l i  yang  secara  tegas  diaku i  

kebenarannya  dalam  pers idangan .  Bahwa  dengan  adanya  

se lu ruh  dal i l  peno lakan  se lu ruh  dal i l  gugatan ,  maka 

Para  Penggugat  waj ib  membukt i kan  se lu ruh  dal i l  

gugatannya  d idepan  pers idangan  ;

2. Bahwa dalam  pos i t a  angka  1,  2,  3  dapat  kami  tanggap i  

sebaga i  ber i ku t .  Tentang  kewenangan  mengadi l i  bahwa 

soa l  kewenangan  PTUN Jayapura  untuk  memer iksa  perkara  

in i  merupakan  kewenangan  meleka t  secara  abso lu te  pada  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  pemer iksa  perkara  in i ,  dan  

untuk  i t u  kami  serahkan  kepada  Maje l i s  Hakim pemer iksa  

perkara  in i  untuk  meni la i n ya  ;

3. Bahwa dalam pos i t a  4,  5,  5,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  

14,  dan  15  dapat  kami  tanggap i  sebaga i  ber i ku t .  Bahwa 

Tergugat  menolak  pos i t a  4 – 15 karena  berdasarkan  amar  

putusan  PTUN  Jayapura  Nomor  48/G.TUN/2011/PTUN- JPR 

dengan  amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  ;

M E N G A D I  L I

I . Dalam  Penundaan  ;

Menolak  Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  ;

I I . Dalam  Pokok  Perkara  ;

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ;

2. Nomor  68  Tahun  2011  tangga l  9  Oktober  2011  

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  

Hal .  15 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011  ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  KPU Kabupaten  Jayapura  Nomor  68  Tahun  

2011  tangga l  9  Oktober  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

4. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biayar  perkara  

sebesar  Rp.  101.000  (Sera tus  Satu  Ribu  Rupiah)  ;

4. Bahwa dal i l  Para  Penggugat  pos i t a  16 dapat  kami  

tanggap i  sebaga i  ber i ku t .  Bahwa Terguga t  sangat  

menolak  adanya  penundaan  dalam  perkara  in i ,  

karena  penundaan  ber ten tangan  dengan  keten tuan  

Pasa l  67  ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ;

5.   Bahwa  dal i l  Para  Penggugat  se leb ihnya  t i dak  per lu  

kami  tanggap i  karena  t i dak  re levan  lag i  dengan  perkara  

in i  dan  untuk  i t u  kami  nyatakan  di to l a k  ;

Berdasarkan  ha l - ha l  yang  diu ra i kan  d i  atas ,  maka  mohon 

kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  memer iksa  dan  memutuskan  

sebaga i  ber i ku t  ;

I . DALAM  PENUNDAAN  ;

MENOLAK  PENUNDAAN DALAM PERKARA INI  KARENA TELAH 

BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN  PASAL  67  AYAT  (1 )  

UNDANG-UNDANG NOMOR 5  TAHUN 1986  TENTANG PERADILAN 

TATA  USAHA  NEGARA  ;

I I . DALAM EKSEPSI

16

16
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Mengabulkan  ekseps i  Tergugat  untuk  se lu ruhnya  ;

I I I . DALAM  POKOK  PERKARA  :

1. Mener ima  se lu ruh  Jawaban  Terguga t  ;

2. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  karena  gugatan  t i dak  

berdasar  hukum,  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

3. Menyatakan  sah  dan  ber laku  secara  hukum Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  82 

Tahun  2011,  tangga l  21  November  2011  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

4. Menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  

Persyara tan  untuk  di te t apkan  oleh  Tergugat  sebaga i  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

5. Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  semua biaya  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Jawaban  yang  dia jukan  oleh  

Tergugat ,  Maje l i s  Hakim  te l ah  member ikan  kesempatan  yang  

cukup  kepada  Para  Penggugat  untuk  mengajukan  rep l i k nya ,  

namun  Para  Penggugat  te tap  pada  pend i r i a nnya  t i dak  akan  

mengajukan  rep l i k  da lam perkara  in i  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Pengugat  t i dak  

mengajukan  rep l i k  da lam  perkara  in i ,  kuasa  pihak  Tergugat  

menyampaikan  t i dak  akan mengajukan  Dupl i k  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  pada  pers i dangan  te r t angga l  5 

Januar i  2012  te l ah  mengajukan  ala t - ala t  bukt i  sura t  berupa  
Hal .  17 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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fo tocopy  sura t - sura t  yang  d ibe r i  tanda  P- 1 sampai  dengan  P-

34,  yang  mana  sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te l ah  dibe r i  

matera i  cukup  dan  te l ah  dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  

fo tocopynya ,  kemudian  dipe r l i h a t k an  kepada  kuasa  hukum 

Tergugat ,  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  

sah,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bukt i  P- 1

:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Jayapura  Nomor  82  Tahun  2011,  tangga l  21 

November  2011,  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun 2011.  (Fotocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

2. Bukt i  P- 2

:

Keputusan  KPU Kabupaten  Jayapura  Nomor  80 Tahun  

2011,  Tangga l  19  November  2011,  Tentang  

Perubahan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal ,  

Penye lengaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011  sebaga imana  te l ah  di te t apkan  dalam 

Keputusan  KPU Kabupaten  Jayapura  Nomor  27 Tahun  

2011  dan  te rakh i r  d iubah  dengan  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  66  Tahun  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy  ;

3. Bukt i  P- 3

:

18

18
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Putuasan  PTUN  Jayapura  Nomor  

48/G.TUN/2011/PTUN- JPR Tangga l  19 Oktober  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;

4. Bukt i  P- 4  :

Keputusan  KPU Kabupaten  Jayapura  Nomor  68 Tahun  

Tahun  2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011,  Tangga l  9 

Oktober  2011.  (Fotocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  

;

5. Bukt i  P- 5

:

Sura t  Penca lonan  Model  B- KWK.KPU.  tangga l  15 

September  2011,  yang  didukung  dan  

di t anda tangan i  o leh  11 (sebe las )  Par ta i  Pol i t i k  

anta ra  la i n  :  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra ,  

Par ta i  Kedaula tan ,  Par ta i  Matahara i  Bangsa,  

PPPI ,  Par ta i  Republ i ka  Nusanta ra ,  PKDI ,  Par ta i  

Pemuda Indones ia ,  Par ta i  Merdeka,  PPIB,  Par ta i  

Bar i san  Nasiona l ,  dan  Par ta i  Demokras i  

Pembaruan.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

6. Bukt i  P- 6

:

Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama  Antar  

Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lukada  Dalam 

Hal .  19 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Model  B1- KWK.KPU,  Tangga l  

15  September  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;

7. Bukt i  P- 7

:

Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  t i dak  akan  menar i k  

penca lonan  atas  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah .  Model  B2- KWK.KPU,  

Tangga l  15  September  2011.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

8. Bukt i  P- 8.1

:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  

Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (PIS)  Nomor  

0035/SK/DPP- PIS/06- 2011,  Tangga l  23  Jun i  2011,  

mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos . ,  dan  

Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;

9. Bukt i  P- 9

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  

Par ta i  Kedaula tan  Nomor  

040/SK/DPP.PK.CABUBJYP/V/2011 ,  Tangga l  15  Mei  

2011,  mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  

dan  Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  

20
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan  fo tocopy )  ;

10. Bukt i  P- 10

:

Sura t  Rekomendas i  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Matahar i  Bangsa  Nomor  398/P .1 /PP.PMB/1432  H,  

Tangga l  9  Agustus  2011,  mendukung  pasangan  

Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  dan  Frank l i n  Or lo f  

Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

11. Bukt i  P- 11

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  

Par ta i  Pengusaha  dan  Peker ja  Indones ia  Nomor  

620/S .Kep /DPP- PPPI /V I I / 2 011 ,  Tangga l  4  Ju l i  

2011,  mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  

dan  Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

12. Bukt i  P- 12  

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pres id i um  Pusat  Par ta i  

Republ i ka  Nusanta ra  Nomor  DUK  035/DPP-

REP/SK/VI I I / 2 011 ,  Tangga l  6  Agustus  2011,  

mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos . ,  dan  

Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;

Hal .  21 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukt i  P- 13  :

Sura t  Rekomendas i  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP- PKD 

Indones ia )  Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  

Nomor  425/DPP/ I I I - J/08 /2011 ,  Tangga l  3  Agustus  

2011,  mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  

dan  Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

14. Bukt i  P- 14

:  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Pemuda  Indones ia ,  Nomor  1513/SK-

DPP/PPI /V I / 2011 ,  Tangga l  6 Jun i  2011,  mendukung  

pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos . ,  dan  Frank l i n  

Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  

;

15. Bukt i  P- 15

:

Sura t  Rekomendas i  Dewan  Pimpinan  Nasiona l  

Par ta i  Merdeka ,  Nomor  B/23 /DPN- PM/VI I / 2011 ,  

Tangga l  18  Ju l i  2011,  mendukung  pasangan  

Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  dan  Frank l i n  Or lo f  

Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

16. Bukt i  P- 16

:

Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  Nasiona l  (DPP)  

Par ta i  Indones ia  Baru  (PIB)  Nomor  044/ IX /SK-

22
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTAI  PIB/DPN/2011,  Tangga l  13 September  2011,  

mendukung  pasangan  Marthen  Ohee,  S.Sos . ,  dan  

Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;

17. Bukt i  P- 17

:

Sura t  Keputusan  Pimip inan  Kolek t i f  Nasiona l  

Par ta i  Demokras i  Pembaruan,  Nomor  

1.577 /SKEP/PKN- PDP/ IX /2011 ,  Tangga l  13 

September  2011,  mendukung  pasangan  Marthen  

Ohee,  S.Sos. ,  dan  Frank l i n  Or lo f  Demena.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan    fo tocopy )  ;

18. Bukt i  P- 18

:

Tanda  Ter ima  Pendaf ta ran  Baka l  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  Tahun  2011  untuk  Parpo l  dan  Gabungan  

Parpo l ,  tangga l  16  September  2011.  (Fo tocopy  

sessua i  dengan  Asl i )  ;

19. Bukt i  P- 19

:

Tanda  Ter ima  Pendaf ta ran  Baka l  Pasangan  Calon  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  Tahun  2011  untuk  Parpo l  dan  Gabungan  

Parpo l ,  tangga l  17  September  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  Asl i )  ;

Hal .  23 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukt i  P- 20

:

Sura t  KPU  Kabupaten  Jayapura  kepada  Tim 

Kampanye Bakal  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  An.  Marthen  Ohee,  S.Sos. ,  

dengan  Frank l i n  Or lo f  Demena Nomor  271/22 /2011  

Tangga l  19  September  2011,  Per iha l  :  

Pember i t ahuan  Hasi l  Penel i t i a n .  (Fotocopy  

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

21. Bukt i  P- 21

:

Ber i t a  Acara  Penyerahan  Persyara tan  yang  sudah  

Lengkap  Baka l  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Pemi lukada  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011,  Tangga l  27  September  2011.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  Asl i )  ;

22. Bukt i  P- 21

:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Jayapura  Nomor  28  Tahun  2011,  Tentang  

Prosen tase  Pero lehan  Suara  dan  Kurs i  Par ta i  

Pol i t i k  peser ta  Pemi lu  DPRD Tahun  2009  di  

Kabupaten  Jayapura ,  Pemi lukada  2011,  Tangga l  26  

Jun i  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

23. Bukt i  P- 23

:

24

24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ber i t a  Acara  Nomor  31/BA/KPU- KAB.JPR/VI I / 2011  

Tentang  Perubahan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011,  Tangga l  27  Jun i  2011.  (Fotocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

24. Bukt i  P- 24

:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Jayapura  Nomor  66 Tahun 2011,  Tentang  Perubahan  

Kedua  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  

Tahun  2011,  Tangga l  5  Oktober  2011.  (Fo tcopy  

sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

25. Bukt i  P- 25

:

Sura t  Penyampaian  Hasi l  Ver i f i k a s i  Faktua l  

pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  Nomor  

270/251 /2011  Tangga l  9  oktober  2011,  dar i  KPU 

Kabupaten  Jayapura  kepada  pasangan  Baka l  Calon  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  Tahun  2011,  Marthen  Ohee,  S.Sos . ,  dan  

Frank l i n  Or lo f  Demena.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;

26. Bukt i  P- 26
Hal .  25 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Sura t  jawaban  permin taan  SK Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i ,  dar i  KPU  Kabupaten  Jayapura  

kepada  Tim  Kampanye  Koal i s i  Rakyat  Sejah te ra ,  

Tangga l  17  Oktober  2011.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  Asl i ) ;  ;

27. Bukt i  P- 27

:

Sura t  Keputusan  DPD Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

(P IS)  Nomor  009/SK/DPD/PIS- PAPUA/09- 2011  

Tangga l  07  Agustus  2011,  Tentang  Pengangkatan  

Pengurus  Dewan  Pimip inan  Cabang  Par ta i  

Indones ia  Sejah te ra  Kabupaten  Jayapura  Prov ins i  

Papua,  Tangga l  7 Agustus  2011.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  Asl i )  ;

28. Bukt i  P- 28

:

Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Kedau la tan  Nomor  

40.1 /SK/DPP.PK/DPC/V/2011  Tentang  Susunan  

Pengurusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Kedaula tan  Kabupaten  Jayapura  Prov ins i  Papua,  

Tangga l  20  Mei  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

Asl i )  ;

29. Bukt i  P- 29

:

26

26

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat  Keputusan  DPP Par ta i  Pemuda  Indones ia  

Nomor  SK-32- 23/DPP- PPI /A / IX / 2011  Tentang  

Komposis i  dan Susunan  Persona l i a  Dewan Pimpinan  

Cabang  Par ta i  Pemuda  Indones ia  Kabupaten  

Jayapura  Prov ins i  Papua Masa Bhakt i  2011 – 2016  

Tangga l  1 Agustus  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy )  ;

30. Bukt i  P- 30

:

Sura t  Keputusan  Dewan  Pres id i um  Pusat  Par ta i  

Republ i ka  Nusanta ra  Nomor  006/DPP-

REP/SK/VI / 2011  Tangga l  2  Jun i  2011,  Tentang  

Pengangkatan  Kembal i  Persona l i a  Pengurus  Dewan 

Pres id i um  Cabang  (DPC)  Par ta i  Republ i ka  

Nusanta ra  Kabupaten  Jayapura .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  Asl i )  ;

31. Bukt i  P- 31

:

Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Bar i san  Nasiona l  

Nomor  60.01 .Rev .2 /SK /DPP- P.BARNAS/DPD/VI I I / 2 008  

Tangga l  12  Agustus  2011,  Tentang  Pengesahan  

Penyempurnaan  Susunan  Pengurus  Dewan  Pimpinan  

Daerah  Par ta i  Bar i san  Nasiona l  Prov ins i  Papua,  

Tangga l  12  Agustus  2011.  (Fotocopy  sesua i  

dengan  fo tocopy )  ;

32. Bukt i  P- 32

Hal .  27 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Sura t  Keputusan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Matahar i  

Bangsa  Nomor  340/P .1 /PP.PMB/1432  H,  Tangga l  12  

Agustus  2011,  Tentang  Pengesahan  Nama Ketua ,  

Sekre ta r i s ,  dan  Bendahara  Pengurus  PMB 

Kabupaten  Jayapura  da lam menghadap i  Pemi lukada  

Kabupaten  Jayapura  2011  –  2016.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  Asl i )  ;

33. Bukt i  P- 33

:

Sura t  Keputusan  DPD Par ta i  Indones ia  Baru  (PIB)  

Prov ins i  Papua  Nomor  30/SK/DPD  Par ta i  

PIB/ I I I / 2 008 /PD  Tangga l  29  Apr i l  2008,  Tentang  

Pengesahan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Per juangan  Indones ia  Baru  Kabupaten  Jayapura  

Per iode  2008  –  2013.  (Fotocopy  sessua i  dengan  

Asl i )  ;

34. Bukt i  P- 34

:

Sura t  Fax imi l e  dukungan  dar i  DPP Par ta i  Bar i san  

Nasiona l  Indones ia  Tangga l  4  Oktober  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s ,  

p ihak  Para  Penggugat  te lah  menghadi r kan  1 (sa tu )  orang  saks i  

da lam  pers idangan  te r t angga l  6  Januar i  2012  ya i t u  bernama 

Abraham Oyai touw  te l ah  member ikan  kete rangan  dibawah  jan j i  

yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  ;
28
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5.  Bukt i ?. .

1.  

Saks i  :  Abraham Oyai touw :

- Bahwa  saks i  ada lah  Ketua  Dewan  Pimpinan  Par ta i  

Republ i ka  Nusanta ra  Kabupaten  Jayapura  ;

- Bahwa  jaba tan  saks i  da lam  Tim  Sukses  Para  

Penggugat  ada lah  anggota  Tim  Sukses  ;

- Bahwa sepengetahuan  saks i  Tergugat  t i dak  pernah  

melaksanakan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  berkas  

Para  Penggugat  sebaga imana  Amar  Putusan  Nomor  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR  PTUN  Jayapura  ;

- Bahwa sepengetahuan  saks i  hanya  pada Amar  Putusan  

dalam  perkara  pasangan  ca lon  Frans  Alber t h  Yoku  

yang  ada  per i n t ah  kepada  Tergugat  untuk  

melaksanakan  ver i f i k a s i  u lang  ;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  Jawabannya,  
Tergugat  pada pers idangan  te r t angga l  6 Januar i  2012 te lah  
mengajukan  ala t - a la t  bukt i  sura t  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  
yang  diber i  tanda  T- 1 sampai  dengan T- 4 yang  mana sura t -
sura t  bukt i  te rsebu t  te l ah  d ibe r i  matera i  cukup  dan te lah  
dicocokkan  dengan  as l i nya  atau  fo tocopynya ,  kemudian  
dipe r l i h a t k an  kepada  kuasa  Para  Penggugat ,  seh ingga  dapat  
d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  bukt i - bukt i  sura t  
te rsebu t  sebaga i  ber i ku t  ;

1. Bukt i  T- 1  

:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jayapura  Nomor  82  Tahun  2011,  tangga l  21  

November  2011,  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

Hal .  29 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Bukt i  T- 2

:

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jayapura  Nomor  94  Tahun  2011,  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  untuk  mengiku t i  

Pemi l i han  Puta ran  Kedua  Pemi lu  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  

Tahun  2011.   (Fo tocopy  sesua i  dengan  Asl i )  ;

3. Bukt i  T- 3

:

Sura t  Kete rangan  dar i  Pimip inan  Pusat  Par ta i  

Matahar i  Bangsa  Nomor  398/P1 /PP.PMB/1432  H,  

yang  menerangkan  bahwa  DPP PMB t i dak  pernah  

member ikan  Rekomendas i  Penca lonan  kepada  Para  

Penggugat .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  Asl i )  ;

4. Bukt i  T- 4

:

Sura t  Rekomendas i  Nomor  398/P .1 /PP .PMB/1432  H.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;

5. Bukt i  T- 5

:

Sal i nan  Putusan  Nomor  48/G.TUN/2011/PTUN- JPR 

Tangga l  8  November  2011.  (Fotocopy  sesua i  

dengan  Asl i )  ;

Menimbang,  bahwa  p ihak  Terguga t  te l ah  dibe r i kan  

kesempatan  yang  cukup  oleh  Maje l i s  Hakim  untuk  mengajukan  

saks i  d ipe rs i dangan ,  namun  t i dak  menggunakan  haknya  untuk  

30

30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan  dan menghadi r kan  saks i  da lam pers idangan  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  proses  jawab- menjawab  dan  

pembukt i an  se lesa i ,  para  pihak  Penggugat  dan  Terguga t  

d ipe rs i dangan  masing- masing  te l ah  menyampaikan  kes impu lan  

secara  l i san  te r t angga l  06  Januar i  2011,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  gugatan  dan  ekseps i  ser ta  

jawaban  masing- masing ,  sebaga imana  te rcan tum  dalam  ber i t a  

acara  pers i dangan  perkara  in i  dan  te lah  tu ru t  

d ipe r t imbangkan  bersama- sama dalam putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  i s i  putusan  in i ,  

maka  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d ida lam  pers idangan  yang  

te lah  te rmuat  dan  te rcan tum  da lam  ber i t a  acara  pemer iksaan  

pers i dangan  merupakan  suatu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dar i  putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan se lan ju t nya  mohon Putusan  dalam perkara  

in i ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  Hakim  te lah  mengambi l  Putusan  

berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  

diu ra i kan  dibawah in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG  PERTIMBANGAN  HUKUM 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  perkara  

te rsebu t  d i  atas  ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  :

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  

Nomor  :  82  Tahun  2011,  Tangga l  21  November  2011,  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun 2011 (v i de  Bukt i  P- 1 = Bukt i  T- 1)  ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  da lam gugatan nya  pada 

pokoknya  mendal i l k an  objek  sengke ta  yang  di te rb i t k an  oleh  

Hal .  31 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Tergugat  te l ah  menimbulkan  ak iba t - ak iba t  yang  merug ikan  

kepent i ngan  Para  Penggugat  dan  te lah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  Ser ta  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik  Khususnya  Asas  Tidak  Boleh  

Ber t i ndak  Sewenang- wenang,  Asas  Kecermatan  dan  Asas  

Per t imbangan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

te rsebu t  Para  Penggugat  memohon  kepada  Pengad i l an  untuk  

menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  objek  sengketa  dan  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  sengke ta      a  

quo  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  

ob jek  sengke ta  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  

memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  ob jek  sengketa  a quo ,  

Para  Pengugat  juga  memohon agar  Pengad i l an  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  berkas  

penca lonan  Para  Penggugat  ser ta  Memer in tahkan  Tergugat  untuk  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  baru  yang  mencantumkan  Para  

Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  

sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun 2011 ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  membantah nya  yang  te r t uang  dalam  Jawabannya  

ber tangga l  05  Januar i  2012 yang  pada  pokoknya  menyatakan  

bahwa  Tergugat  dalam  menerb i t kan  objek  sengketa  t i dak  

ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  

ber laku  ser ta  Azas- Azas  Umum Pemer in tahan  yang Baik  ;

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l - da l i l  Jawaban  te rsebu t ,  

Tergugat  pada  pokoknya  memohon  kepada  Pengad i l an  agar  

menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

dan/a tau  menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa dalam Jawaban  Terguga t  te rsebu t  te rmuat  

pu la  mengenai  Ekseps i ,  o leh  karena  i t u  sebe lum 

mempert imbangkan  mengenai  pokok  perkaranya  Maje l i s  Hakim 

akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  Ekseps i  yang  d ia j ukan  

32
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oleh  Terguga t  te rsebu t  ;

DALAM EKSPESI

Menimbang,  bahwa  Ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  

pada  pokoknya  menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  secara  

substans ia l  mater i  obyek  sengketa  sudah  pernah  d ipe r i k sa  

oleh  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  sebaga imana  

Putusan  PTUN Jayapura  Nomor  :  48/G.TUN/2011 /PTUN.JPR tangga l  

08 November  2011  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  Nebis  in  

Idem ( Except i o  Jud ica te )  ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  dan  mencermat i  

Ekseps i  te rsebu t ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  dengan  berpedoman 

pada  keten tuan  Pasa l  77  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  Ekseps i  a  quo 

ada lah  Ekseps i  La in - la i n  yang  hanya  dapat  d ipu tus  bersama 

dengan pokok  sengketanya  ;

Menimbang,  bahwa Pr ins ip  hukum dalam Asas  Nebis  in  Idem 

mengandung  makna bahwa suatu  perkara  dengan  objek  sama,  para  

pihak  sama dan  mater i  pokok  perkara  yang  sama,  ser ta  te lah  

mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum te tap  t i dak  dapat  

d ipe r i k sa  kembal i  untuk  kedua  ka l i nya .  Syara t - syara t  d ia tas  

harus  te rpenuh i  agar  perkara  te rsebu t  dapat  d inya takan  Nebis  

in  Idem ;

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  Putusan  Nomor  :  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tangga l  08  November  2011  (v ide  Bukt i  

P- 3  =  Bukt i  T- 5)  d ihubungkan  dengan  perkara  in  casu  maka 

para  p ihak  adalah  sama yakn i  Para  Penggugat  Marthen  Ohee,  

S.Sos .  dan  Frank l i n  Or lo f  Demena  Melawan  Terguga t  Ketua  

Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  Jayapura ,  namun objek  

sengketa  maupun  mater i  pokok  perkara  dalam  kedua  perkara  a  

quo  ada lah  berbeda ,  yang  mana  dalam  Perkara  Nomor  :  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR  ob jek  sengketanya  ada lah  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  

68 Tahun  2011,  Tangga l  09  Oktober  2011 sedangkan  objek  

sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Hal .  33 dar i  44 Hal .  Putusan  No.  61/G.TUN/2011 /PTUN.JPR
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Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  82 Tahun  2011,  

Tangga l  21  November  2011 walaupun  kedua  Sura t  Keputusan  

te rsebu t  mengena i  ha l  yang  sama  ya i t u  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  Tahun  2011,  namun mater i  yang  mendasar i  te rb i t n ya  

kedua  Sura t  Keputusan  a quo  ser ta  a lasan  dia j ukannya  gugatan  

oleh  Para  Penggugat  ada lah  berbeda ,  seh ingga  syara t  untuk  

menyatakan  perkara  in  casu  Nebis  in  Idem t i dak  te rpenuh i  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  Ekseps i  Tergugat  yang  menyatakan  gugatan  Para  

Penggugat  Nebis  in  Idem  ( Except i o  Jud ica te )  d inya takan  

di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Ekseps i  Tergugat  te lah  

dinya takan  di to l ak ,  maka Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  

sengketa  a  quo  da lam  pokok  perkaranya  dengan  per t imbangan  

sebaga imana te ru ra i  d i  bawah in i  ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

Gugatan ,  Bukt i  Sura t  dan  kete rangan  Saks i  dar i  Para  

Penggugat  d ihubungkan  dengan  Jawaban  dan  Bukt i  Sura t  dar i  

Tergugat ,  berdasarkan  kewenangan  Hakim  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  yang  bers i f a t  akt i f  ( dominus  l i t i s )  sebaga imana  

keten tuan  Pasa l  107 Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  bukt i - bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  

yang  re levan  sebaga i  bahan  per t imbangan  sedangkan  bukt i -

bukt i  sura t  maupun  kete rangan  saks i  yang  t i dak  re levan  

dikesampingkan ,  namun te tap  di l amp i r kan  dalam berkas  perkara  

yang  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  

in i  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  dan/a tau  

meni la i  penerb i t an  ob jek  sengketa  in  casu ,  apakah  te lah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- Undangan  yang  ber laku  

dan/ atau  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  sebaga imana  
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dimaksud  dalam Pasal  53 ayat  ( 2)  Undang- undang  Nomor  9 Tahun 

2004  Jo.  Undang- Undang Nomor  51 Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

mengenai  kewenangan  penerb i t an  objek  sengketa  dengan  

per t imbangan  hukum sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah in i  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  di te rb i t k an  o leh  

Tergugat  in  casu  Komis i  Pemi l i han  Umum (KPU)  Kabupaten  

Jayapura ,  te rhadap  ha l  te rsebu t  t i dak  d iban tah  oleh  para  

pihak ,  namun Maje l i s  Hakim  memandang  per l u  untuk  melakukan  

te laah  yur i d i s  te rhadap  kewenangan  penerb i t an  objek  sengketa  

sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  Pasal  61  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  

32  tahun  2004 Jo.  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  menyebutkan  Berdasarkan  has i l  pene l i t i a n  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  60  ayat  (2 )  dan  ayat  (4 ) ,  

KPUD  menetapkan  pasangan  ca lon  pal i ng  kurang  2  (dua)  

pasangan  ca lon  yang  di tuangkan  dalam Ber i t a  Acara  penetapan  

pasangan  ca lon  ;

Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1 )  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  menentukan  :

Berdasarkan  has i l  pene l i t i a n ,  KPU  Prov ins i  atau  KPU 
Kabupaten /Ko ta  menetapkan  nama- nama  pasangan  ca lon  yang  
memenuhi  syara t  sebaga i  peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  
Waki l  Kepala  Daerah  pal i ng  sed ik i t  2  (dua)  pasangan  ca lon  
yang  di t uangkan  dalam Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  Calon  
;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  5 Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  9  tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pada  

pokoknya  menyatakan  KPU Kabupaten /Ko ta  melakukan  pelaksanaan  

regu las i  da lam  bentuk  keputusan  sa lah  satunya  ada lah  
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Penetapan  pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  d i  atas ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim t i ndakan  

Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  dar i  seg i  kewenangan  

te lah  berdasarkan  pada pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  o leh  karenanya  secara  yur i d i s  harus  dinya takan  

te lah  sesua i  dengan kewenangannya  ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  

dan/a tau  meni la i  apakah  prosedur  dan/a tau  substans i  

penerb i t a n  objek  sengketa  in  casu  sudah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan/a tau  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  dengan  per t imbangan  sebaga imana  

te ru ra i  d i  bawah  in i  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  adalah  baka l  pasangan  

ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Jayapura  yang  dinya takan  t i dak  memenuhi  syara t  o leh  Tergugat  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jayapura  Nomor  :  68 Tahun  2011,  Tangga l  09  Oktober  2011,  

se lan ju t nya  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dan  berdasarkan  

Putusan  Nomor  :  48/G.TUN/2011 /PTUN.JPR  tangga l  08  November  

2011  (v ide  Bukt i  P- 3  =  Bukt i  T- 5)  yang  te l ah  berkekua tan  

hukum te tap  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  

Jayapura  Nomor  :  68 Tahun  2011 a quo  te l ah  d inya takan  bata l  

dan dipe r i n t ahkan  untuk  dicabu t  ;

Menimbang,  bahwa kemudian  Tergugat  te lah  mencabut  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  

68 Tahun  2011 a  quo  dan  se lan ju t nya  menerb i t kan  objek  

sengketa  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyatakan  ob jek  

sengketa  di te rb i t k an  tanpa  ver i f i k a s i  u lang  khususnya  

te rhadap  Para  Penggugat  seh ingga  te lah  merug ikan  

kepent i ngannya  dan  ber ten tangan  dengan  Putusan  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jayapura  ;
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36

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  da l i l  jawabannya  

menyatakan  dalam amar  Putusan  Nomor  :  48/G.TUN/2011/PTUN.JPR 

tangga l  08  November  2011  t i dak  dican tumkan  per in t ah  kepada  

Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  Para  

Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa  dal i l  gugatan  Para  Penggugat  dan  

jawaban  te rguga t  te rsebu t  d i  atas  menuru t  Maje l i s  Hakim 

ada lah  merupakan  pokok  permasa lahan  yang  disengke takan  oleh  

para  p ihak  da lam  perkara  in  casu ,  o leh  karenanya  te rhadap  

hal  te rsebu t  Maje l i s  Hakim menguj i nya  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa Pasal  115  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  sebaga i  

ber i ku t  :

Hanya  putusan  Pengad i l an  yang   te lah  mempero leh  kekuatan  
hukum te tap  yang dapat  d i l aksanakan  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pasa l  116  Undang- Undang  

Nomor  51 Tahun 2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  yang  

mengatu r  ten tang  pelaksanaan  Putusan  pada  pokoknya  

di t en tukan  Tergugat  waj ib  melaksanakan  Putusan  Pengad i l an  ;

Menimbang,  bahwa pada  Dik tum  Memutuskan  Bagian  Per tama  

objek  sengke ta  berbuny i  :  Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  68 Tahun 

2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura ,  dengan  adanya  k lausu l  

te rsebu t  dan  dihubungkan  dengan  Amar  Putusan  Nomor  :  

48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tangga l  08  November  2011  (v ide  Bukt i  

P- 3 = Bukt i  T- 5)  ada lah  sudah  tepa t  ;

Menimbang,  bahwa  dengan  diba ta l kannya  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  68 Tahun 

2011  a  quo  maka  se lu ruh  rangka ian  t i ndakan  admin is t r a t i f  

yang  mengiku t i n ya  hingga  te rb i t n ya  Sura t  Keputusan  te rsebu t  

dengan  send i r i n ya  bata l  demi  hukum,  oleh  karenanya  t i ndakan  

Tergugat  menerb i t kan  objek  sengketa  adalah  perbua tan  hukum 
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baru  yang  t i dak  dapat  d i l akukan  hanya  dengan  sekedar  

mengambi l  i s i  redaks i  dar i  keputusan  yang  lama  dan  

menambahkan  poin - poin  te r t en t u  sa ja ,  namun  harus  mela lu i  

prosedur /mekan isme  yang  di ten tukan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  mendasar i nya  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengketa  ada lah  mengenai  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura ,  yang  mana  dengan  diba ta l kannya  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  

68 Tahun 2011  a quo  maka sebe lum objek  sengke ta  d i t e rb i t k an ,  

Tergugat  harus  mengulang  kembal i  Penel i t i a n  dan 

pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  pemenuhan  syara t  baka l  

pasangan  ca lon  yang  te l ah  te rda f t a r  sebaga imana  te l ah  

di t en tukan  prosedurnya  dalam Pasal  39,  40,  41,  42,  43,  44,  

dan  45  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  

Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  prosedur  te rsebu t  d i l aksanakan  

baru lah  Tergugat  dapat  menerb i t kan  objek  sengketa  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  46  ayat  (1 )  Pera tu ran  Komis i  

Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa  te lah  menghadap  di  Pers idangan  Saks i  

atas  nama  Abraham  Oyai touw  yang  member ikan  kete rangan  

dibawah  jan j i  menyampaikan  bahwa  Tergugat  t i dak  melakukan  

ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  berkas  pasangan  ca lon  Para  

Penggugat  (v i de  Ber i t a  Acara  Pers idangan  Tangga l  06  Januar i  

2012)  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  Maje l i s  Hakim penerb i t an  suatu  

Sura t  Keputusan  tanpa  mela lu i  prosedur  yang  te lah  di ten tukan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengatu rnya  ada lah  

t i ndakan  yang  t i dak  berdasar  hukum,  oleh  karenanya  objek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  oleh  Tergugat  ada lah  merupakan  
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produk  yang cacat  hukum ;

Menimbang,  bahwa  t i ndakan  Tergugat  menambah  2  (Dua)  

Pasangan  Calon  yang  dinya takan  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  sebaga imana  te rcan tum  dalam 

objek  sengke ta  tanpa  mela lu i  prosedur  sebaga imana  

per t imbangan  di  atas  te l ah  pula  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  khususnya  Asas  Permainan  yang  layak  

( Fai r  Play )  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas  dapat  d is impu lkan  bahwa  objek  sengketa  a  

quo  mengandung  cacat  hukum  karena  di te r b i t k an  t i dak  

berdasarkan  pada pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

ya i t u  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  dan  melanggar  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  khususnya  Asas  Permainan  yang  layak  

( Fai r  Play ) ,  maka tun tu tan  Para  Penggugat  yang  memohon agar  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  menyatakan  bata l  ob jek  

sengketa  dan  memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  ob jek  

sengketa  a  quo  ada lah  bera lasan  hukum  dan  patu t  untuk  

dikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  objek  sengketa  te l ah  

dinya takan  bata l  dan  dipe r i n t ahkan  untuk  dicabu t  maka 

konsekwens i  yur i d i s  dar i  ha l  te rsebu t  Tergugat  harus  

mengulang  kembal i  Penel i t i a n  dan  pember i t ahuan  has i l  

pene l i t i a n  pemenuhan  syara t  baka l  pasangan  ca lon  yang  te l ah  

te rda f t a r  sebe lum  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  baru ,  o leh  

karenanya  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  Pengad i l an  

memer in tahkan  Tergugat  untuk  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  

te rhadap  berkas  penca lonan  Para  Penggugat  berasa lan  menuru t  

hukum untuk  d ikabu l kan  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

Maje l i s  Hakim  sebaga imana  te ru ra i  d i  atas  dinya takan  bahwa 

sebe lum  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  baru  ten tang  
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Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011 ,  te r l eb i h  dahu lu  harus  

di l akukan  pene l i t i a n  dan  pember i t ahuan  has i l  pene l i t i a n  

pemenuhan  syara t  baka l  pasangan  ca lon  yang  te l ah  te rda f t a r  

sebaga imana  di ten tukan  da lam Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010 Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah ,  seh ingga  tun tu tan  Para  Penggugat  agar  Pengadi l an  

Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  

yang  baru ,  ten tang  penetapan  pasangan  ca lon  te tap  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Jayapura  pada  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  

dengan  mencantumkan  Para  Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  

yang  memenuhi  persya ra tan  sebaga i  peser ta  pemi lu  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  

ada lah  tun tu tan  yang  t i dak  bera lasan  menuru t  hukum dan harus  

di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  da lam  gugatannya  juga  

memohon  kepada  Pengadi l an  agar  menunda  pe laksanaan  objek  

sengketa  sampai  mempero leh  Putusan  yang  berkekua tan  hukum 

te tap ,  Maje l i s  Hakim per t imbangkan  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  mengabu lkan  atau  menolak  

Permohonan  Penundaan  Para  Penggugat  te rsebu t ,  menuru t  

keten tuan  Pasa l  67 ayat  (4 )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Penundaan  dapat  

d ikabu l kan  j i k a  te rdapa t  fak ta - fak ta  ten tang  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  berak iba t  kepent i ngan  Para  Penggugat  

sangat  d i rug i kan  dan  di to l a k  j i ka  te rdapa t  fak ta - fak ta  

mengenai  kepent i ngan  umum  da lam  rangka  pembangunan  

mengharuskan  di l aksanakannya  Sura t  Keputusan  a quo  ;

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  t i dak  menemukan  keadaan  

yang  sangat  mendesak  yang  dapat  menyebabkan  kepent i ngan  Para  

Penggugat  sangat  d i rug i kan  apabi l a  ob jek  sengketa  in  casu  

te tap  di l aksanakan ,  se la i n  i t u  tahapan  Pemi lukada  Kabupaten  
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Jayapura  te l ah  d i l aksanakan  dan pada  saat  in i  te l ah  memasuk i  

puta ran  kedua  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  94  Tahun  2011  Tangga l  21 

Desember  2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Untuk  

Mengiku t i  Putaran  Kedua  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  (v ide  Bukt i  T-

2)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan - per t imbangan  

te rsebu t  d i  atas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  permohonan  

penundaan  pelaksanaan  objek  sengke ta  yang  dimohonkan  Para  

Penggugat  t i dak  cukup  alasan  oleh  karenanya  d inya takan  

di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  da lam  perkara  in i  adalah  

pihak  yang  ka lah ,  maka dengan  berpedoman  pada  keten tuan  

Pasa l  110 Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  kepada  Tergugat  d ihukum  untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  besarnya  akan  d i t entukan  dalam  amar  

Putusan  in i  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  bukt i - bukt i  sura t  para  pihak  

maupun  kete rangan  saks i  dar i  Para  Penggugat  yang  berka i t an  

dengan  syara t - syara t  penca lonan  pasangan  ca lon  maupun 

berka i t an  dengan  dukungan  par ta i  po l i t i k  t i dak  

dipe r t imbangkan  lag i  o leh  Maje l i s  Hakim karena  din i l a i  t i dak  

ada  re levans i  dengan  per t imbangan- per t imbangan  in  l i t i s  dan 

te rhadap  bukt i - bukt i  maupun  kete rangan  saks i  te rsebu t  te lah  

di l akukan  pengu j i annya  pada  perkara  sebe lumnya,  seh ingga  

bukt i - bukt i  maupun  kete rangan  saks i  te rsebu t  d ikesampingkan  

namun  akan  te tap  te r lampi r  da lam  berkas  perkara  sebaga i  

bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  Putusan  in i  ;

Memperhat i kan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan 

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  12  tahun  2008  Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  
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Peratu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  ser ta  Pera tu ran  Perundang-

undangan  la i nnya  yang  berka i t an  ;

M  E  N  G  A  D  I   L  I   :

DALAM PENUNDAAN

Menolak  permohonan  penundaan  Para  Penggugat  ;

DALAM EKSEPSI

Menolak  ekseps i  Tergugat  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

sebag ian  ;

 

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Jayapura  

Nomor  :  82 Tahun  2011  Tangga l  21 

November  2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi lu  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Jayapura  Tahun  

2011 ;

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Jayapura  Nomor  :  82 Tahun  2011 

Tangga l  21  November  2011  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Jayapura  Tahun  2011  ;

42

42

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  melakukan  

ver i f i k a s i  u lang  te rhadap  berkas  

penca lonan  Para  Penggugat  ;

5. Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se leb ihnya  ;

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  

perkara  sebesar  Rp.  232.000 , -  ( Dua Ratus  

Tiga  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah )  ;

Demik ian  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada  har i  Senin ,  

tangga l  09  Januar i  2012  o leh  kami  YUSUF NGONGO, SH.  se laku  

Hakim  Ketua  Maje l i s ,  ERICK S.  SIHOMBING,  S.H.  dan  MOHAMMAD 

IRFAN  TAHIR,  S.H.  masing- masing  se laku  Hakim  Anggota ,  

Putusan  mana diucapkan  dalam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  i t u  juga  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  

diban tu  o leh  ADE  RUDIANTO se laku  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dengan  dihad i r i  o leh  

Kuasa Para  Penggugat  dan Kuasa Tergugat  ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

                       t . t . d .  

t . t . d .

ERICK S.  SIHOMBING,  S.H. YUSUF NGONGO, S.H.

                       t . t . d .

 MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H.

PANITERA PENGGANTI,
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t . t . d .

ADE RUDIANTO

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

1

.

Pendaf ta ran  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Panggi l an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

180.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -

J U M L A H Rp
.

232.000 , -

( Dua Ratus  Tiga  Puluh  Dua Ribu  Rupiah )
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